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BUPATI MALUKU TENGAH 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH 
NOMOR 32 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MALUKU TENGAH, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, penjabaran pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah 

Tahun Anggaran 2020; 

1 

M~ngingat 1 .  Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 

2 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851 ) ;  

3.  Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

4 .  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;  

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;  

7 .  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 
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8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera 

Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673); 

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) , 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;  

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;  
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15.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;  

16 .  Peraturan Pemerintah Nomor 2 1  Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4 712) ;  

17 .  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor 1 1 0 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;  

18 .  Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

19.  Peraturan Pemerintah Nompr 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219) ;  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  

Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

2 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012  tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351 ) ;  

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014  tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

23 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 20 19  Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ; 
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24. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural; 

25. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 310 ) ;  

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2 0 1 8  tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2019 ;  

29. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63); 
.· . .- 

30 .  Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 0 1  Tahun 2 0 1 2  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Maluku Tengah Tahun 2 0 1 1 - 2 0 3 1  (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012  Nomor 107 ) ;  

3 1.  Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013  tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2 0 1 3 - 2 0 1 7  (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 

2013 Nomor 159);  

3 2 .  Peraturan Daerah Nomor 0 1  Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Ka bu paten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2 0 1 9  (Lembaran Daerah Ka bu paten Maluku Tengah Tahun 2020 

Nomor 205) ; 

3 3 .  Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 201 9  ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku 

Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019  Nomor 204) ; 

26. 

« 
5 



34. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Penclapatan clan Belanja Daerah Kabupaten 

Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2020 Nomor 206). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal 1 

Realisasi Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :  

1 .  Pendapatan 
a. Penclapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Rp. 85.549.797.026,42 
Rp. l .243 .131 .631 .028,00 
Rp 291. 908.841.4 77.,00 

Jumlah Pendapatan 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 
1)  Belanja Pegawai 
2) Belanja Sunga 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 

Rp. 679.673.894.390,00 
Rp 0,00 
Rp. 7.798.432.504,29 
Rp. 11.989.700.000,00 

Rp. l.620.590.269.531,42 
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5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil 
7) Belanja Bantuan Keuangan 
8) Belanja Tidak Terduga 

Rp. 2.376.500.000,00 
Rp. 0,00 
Rp. 295.999.485.134,00 
Rp. 39.429.254.605,00 

Rp. 1 .037.267.266.633,29 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Barang dan Jasa 

3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja 

Surplus/ (Defisit) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

Rp 36.185.971.875,00 

Rp. 279.671.519 .671 ,23 

Rp. 344.865.052.536,00 

Rp. 183.832.677.410,49 

Rp. 0,00 

Rp. 

Rp. 

183.832.677.410,49 

106.433.136.226,39 
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Rp. 660.722.544.082,23 

Rp.1 .697 .989.810 .715 ,52 

(Rp. 77 .399.541.184, 10) 



Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati 

ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Perijabaran 

Laporan Realisasi Anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati 

ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. 
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Pasal5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Maluku Tengah. 

Ditetapkan di Masohi 
pada tanggal, 6 September 2021 

'BtiPATI MALUKU TENGAH, {/ 
. \ . .  ,  .  .  . /  

Diundangkan di Masohi 
pada tanggal, 6 September 2021 

IS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGA 

AERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 542 
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